
CROSSCUTTING

 

Tujuan:
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan 
efisien:
IK:
Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran:
S.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan:
IK :
1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah
2. ITKP

S.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

IK:
1. Indeks Pelayanan Publik
2. Indeks Kepuasan Masyarakat

S.3. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
IK:
1. Nilai Evaluasi AKIP

Meningkatnya kualitas dokumen 
pelaporan kinerja perangkat daerah

IK :  
1. Persentase Perangkat Daerah
yang nilai komponen pelaporannya 
dalam kategori BAIK 

Meningkatkan kualitas 
perencanaan dan 
Pelaporan Sekretariat 
Daerah Kota 

Payakumbuh
IK :  
1. Persentase sasaran, 
program dan kegiatan 
Renja yang selaras 
dengan Renstra
2. Persentase ketepatan 
penyelesaian dokumen 
SAKIP Setdako sesuai 
pedoman

Meningkatnya 
kualitas pelaporan 
penyelenggaraan 
pemerintah daerah

IK :  
Persentase laporan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Daerah yang 
disampaikan sesuai 

pedoman

S1 : Meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan 
pemerintahan
IK : Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan  
yang disampaikan tepat waktu
S2 : Meningkatnya Pembinaan dan pemberdayaan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan
IK :  

1. Persentase penyelenggaraan pemerintahan 
kecamatan dan kelurahan dalam kategori baik
2. Persentase masalah kewilayahan yang ditangani
3. Perssentase koordinasi pemberdayaan masyarakat
S3 : Optimalnya pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah
IK :
1. Persentase dokumen kerjasama yang sesuai dengan 
pedoman
2. Persentase Kerjasama wajib yang dilaksanakan

Meningkatnya kualitas 
pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa di Pemerintah Kota 

Payakumbuh
IK :  
1. Persentase jumlah pengadaan 
yang dilakukan secara kompetitif
2. Rasio nilai belanja yang 
dilakukan melalui pengadaan
3. Peningkatan Penggunaan 
Produk  Dalam Neger Dan  
Produk Usaha Mikro,  Usaha  
Kecil,  Dan  Koperasi  pada  
Pelaksanaan  Pengadaan 
Barang/Jasa

Meningkatnya kualitas 
dokumen SAKIP dan 
dokumen pendukung 
lainnya sesuai pedoman
IK : 
1. Persentase dokumen 
SAKIP Setdako yang 
disampaikan tepat waktu
2. Persentase 
keselarasan dokumen 
perencanaan dengan 
perundang-undangan 

yang berlaku 

Meningkatnya kualitas 
Penatausahaan dan pelaporan 
keuangan  Sekretariat Daerah 
IK : 
1. Persentase kesesuaian 
penatausahaan dan pelaporan 
keuangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku

2. Jumlah dokumen laporan 
keuangan Sekretariat Daerah 
yang disampaikan

Tersedianya dokumen 
SAKIP Perangkat 
Daerah

IK : 
1. Jumlah dokumen 
SAKIP Perangkat 
Daerah yang dihimpun

Terlaksananya 
penyusunan dokumen 
SAKIP dan 
Perencanaan Setdako
IK : 
1. Jumlah bahan 
dokumen SAKIP yang 
dihimpun
2. Jumlah dokumen 
perencanaan yang 
diinvertarisir

Terlaksananya penatausahaan keuangan 
IK : 

1Jumlah SPP dan SPM yang diajukan ke 
pengguna anggaran
2. Jumlah SP2D yang diselesaikan ke Bank
3. Jumlah dokumen pembayaraan yang 
dilakukan
4. Jumlah laporan pajak yang disampaikan
5. Jumlah buku kas umum dan CMS yang 
diverifikasi
6. Jumlah laporan yang direkap
7. Jumlah STS yg disetorkan ke Penerimaan 
Daerah
8. Jumlah laporan pj penerimaan yg disiapkan
9. Jumlah BKU penerimaan yg disusun

Tersedianya Dokumen 
Pedoman Pelaporan 
Kinerja Perangkat 
Daerah

IK  :
Jumlah Draf  Dokumen 
Pedoman Pelaporan 
Kinerja Perangkat 

Daerah yang 
dirancang.

Terlaksananya peñatausahaan 
keuangan 

IK : 
1. Jumlah SPJ dan pajak yang 
diverifikasi
2. Jumlah belanja dengan aliran 
kas yang dicatat dan 
disesuaikan
3. Jumlah SPJ yang disahkan
4. Jumlah laporan fungsional 
manual yang dibuat
5. Jumlah aliran kas dan GU
manual yang dibuat

Terlaksananya pelaporan keuangan  

Seketariat Daerah
IK : 

1. Jumlah laporan DTH pajak yang dibuat
2. Jumlah lap. Pertanggung jawaban adm  
system yang dibuat
3. Jumlah belanja yang diverifikasi di SIPD
4. Jumlah jurnal yang diapprove di SIPD
5. Jumlah laporan realisasi anggaran yang 
dicetak
6 . Jumlah lap. Pertanggung jawaban 
akuntansi yang disusun 
7. Jumlah dok. LPJUP yang dibuat untuk 
kelengkapan GU

Tersedianya dokumen 
laporan 
penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah

IK : 
1. Jumlah bahan 
LPPD yang di himpun 

dari Perangkat Daerah
2. Jumlah bahan 

LKPJ yang di himpun 
dari Perangkat Daerah
3. Jumlah bahan SPM 

yang di himpun dari 
Perangkat Daerah

Meningkatnya fasilitasi 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

IK : 
1. Persentase Lembaga 
Kemasyarakatan yang 
aktif 
2. Persentase 
penyelenggaraan 
kelurahan dalam 
kategori baik

3. Persentase LPM yang 
berprestasi

Meningkatn
ya kualitas  
data rupa 
bumi 

IK : 
Persentase 
data 
rupabumi 
yang di 
inventarisir

Meningkatnya 
fasilitasi 
penyelesaian 
permasalahan 
tapal batas

IK : Persentase 
permasalahan 
tapal batas 
yang 
terselesaikan 

Meningkatnya 
fasilitasi pelayanan 
pemerintahan 
kecamatan dan 

kelurahan

IK : 
1. Persentase 
Aparatur 
Kecamatan dan 
Kelurahan yang 

berkinerja baik

Terlaksananya 
pendataan 
rupabumi Kota 

Payakumbuh

IK : Jumlah 
dokumen data 
rupabumi yang 
tersedia

Terlaksananya 
kooridinasi dalam 
rangka Pembinaan 

dan pemberdayaan 
dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan
IK : 
1. Jumlah koordinasi 
dalam rangka 
pembinaan 
kecamatan

Terlaksananny
a pendataan 
batas wilayah

IK : Jumlah 
dokumen 
batas wilayah 
yang tersedia

Terfasilitasinya 

pemberdayaan 
masyarakat 
pada lembaga 
dan pembnaan 
kelurahan-
kelurahan

IK
1. Jumlah 
lembaga 
kemasyarakata
n yang aktif
2. Jumlah 
kelurahan-
kelurahan 
berkategori baik

Meningkatnya 
monitoring 
Evaluasi 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
pembagunan

Ik :
Persentase 
hasil 
monitoring 
evaluasi yang 
ditindaklanjuti

Tersusunnya 
laporan kegiatan 
pembangunan 
Kota Payakumbuh

IK : 
Jumlah dokumen 
laporan realisasi 
fisik dan keuangan 
pelaksana 
pembangunan 
OPD

Terlaksananya 
rapat monitoring, 
evaluasi dan 
pelaporan

IK : Jumlah rapat 
monitoring dan 
evaluasi kegiatan 
yang  dilakukan 
dengan PD

Meningkatnya 
kualitas Pengadaan 
Barang/Jasa 
berbasis elektronik

IK : 
1. Persentase 
Pengadaan 
Barang/Jasa yang 
dilakukan melalui 
elektronik
2. Indeks 
Pemanfaatan 
Sistem Informasi 
Pengadaan

Meningkatnya fasilitasi 

pengadaan barang/ jasa 
yang terakomodir melalui 
UKPBJ

IK : 
1.  Persentase tender/seleksi 
yang terselesaikan melalui 

UKPBJ
2. Persentase pengadaan 
barang/ jasa yang dilakukan 
melalui UKPBJ

Terlaksananya Pelayanan Pengadaan 
Barang/Jasa Secara Elektronik 
IK : 

1. Jumlah permasalahan melalui Pusat 
Bantuan yang ditindaklanjuti.
2. Jumlah Server dan Perangkat 

Penunjang lainnya yang dipastikan 
berjalan dengan baik, aman, dan lancar
3. Jumlah Pengguna Layanan Sistem 
Informasi Pengadaan yang terfasilitasi 
4. Jumlah dokumen data yang 
dikumpulkan sebagai bahan 
penyusunan Laporan Penggunaan PDN 
dan UMK-K
5. Jumlah perangkat keras dan 
perangkat lunak yang dipastikan 
berjalan dengan baik, aman, dan lancar

Terlaksananya fasilitasi pengadaan 
barang/ jasa yang terkoordinir melalui 
UKPBJ
IK : 

1. Jumlah dokumen pendampingan 
perencanaan pengadaan barang dan 
jasa Pemerintah
2. Jumlah dokumen pemilihan 

penyedia barang/ jasa pemerintah
3. Jumlah dokumen pendampingan 

pengelolaan kontrak pengadaan 

barang/ jasa pemerintah
4. Jumlah dokumen pendampingan  
pengelolaan pengadaan barang/ jasa 
pemerintah secara swakelola

Terwujudnya 
Perangkat Daerah 
yang tepat fungsi dan 
tepat ukuran

IK :  
1. Persentase 
Perangkat Daerah 
yang dibentuk sesuai 
dengan Peraturan 
Perundang-
undangan

Meningkatnya penataan 
kelembagaan perangkat daerah

IK :  
1. Persentase usulan produk 
hukum Perangkat Daerah yang 
difasilitasi
2. Persentase Perangkat Daerah 
yang melakukan evaluasi 
kelembagaan

Terlaksananya
penataan 
kelembagaan 
perangkat daerah     
IK : 
1. Jumlah draft 
produk hukum 
kelembagaan yang 

dihimpun

2. Jumlah bahan 
penyusunan 
evaluasi 
kelembagaan yang 

dihimpn

Tersusunnya 
ANJAB & ABK 
pada organisasi 
Perangkat 
Daerah

IK : Jumlah 
bahan usulan 
Anjab dan ABK 
yang dihimpun

S1 : Meningkatnya kualitas Perangkat Daerah yang berorientasi 
pelayanan publik

IK :  
1. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori 
BAIK
2. Persentase unit pelayanan publik dengan kategori  Pelayanan 
Baik
3. Persentase PD yang menindaklanjuti dan melaporkan 

implementasi BerAKHLAK
S2 : Meningkatnya kualitas  Dokumen usulan pengukuran indeks 
kualitas kebijakan  
IK : Persentase dokumen kebijakan yang diusulkan untuk 
pengukuran indeks kualitas kebijakan 

Meningkatnya pemahaman 
Perangkat Daerah dalam 
menyusun dokumen pelayanan 
publik

IK : 
1. Persentase unit pelayanan 

publik yang menyampaikan 
laporan SKM
2. Persentase Unit Pelayanan 

Publik yang  dievaluasi
3. Persentase perangkat daerah 
yang menyusun dokumen 
ketatalaksanaan sesuai pedoman

S1 : Tersedianya 
laporan hasil Survei 
Kepuasan Masyarakat 
Unit Pelayanan Publik
IK : 
Jumlah laporan hasil 
SKM yang dihimpun

S2 : Tersedianya bahan 
evaluasi Unit Pelayanan 
Publik
IK :
Jumlah bahan evaluasi 
Unit Pelayanan Publik 
yang dihimpun 

Terhimpunnya 
dokumen 
ketatalaksanaan 
perangkat daerah 
IK : 

Jumlah dokumen 
ketatalaksanaan 
yang dihimpun    

Terlaksananya 
pengumpulan dan 
penyusunan Laporan 

SKM Sekretariat 
Daerah  
IK : 
1. Jumlah bahan 
penyusunan Laporan 
SKM yang dihimpun

Meningkatnya 
Pelayanan 
Administrasi 
Kepegawaian

IK : 
Persentase 
layanan 
administrasi 
kepegawaian 

Terlaksanya pelayanan 
administrasi kepegawaian 
Sekretariat Daerah

IK : 
1. Jumlah SK KGB 
Setdako yang diterbitkan
2. Jumlah layanan 
administrasi kenaikan 
pangkat lingkup 
Setdako yang 
difasilitasi 
3. Jumlah dokumen rekap 
absensi bulanan lingkup 
Setdako yang dihimpun

Meningkatnya kualitas produk hukum 
daerah yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat dan kepentingan 
penyelenggaraan pemerintahan

IK :  
1. Persentase produk hukum daerah 
yang ditetapkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 
2. Persentase kasus bantuan hukum 

yang tertangani
3. Persentase Perda yang dibahas di 

DPRD setelah diusulkan pemrakarsa
4. Persentase peraturan perundang-
undangan yang dipublikasikan ke 
masyarakat  

S1 : Meningkatnya kualitas Perundang -Undangan Daerah
IK : 

1. Persentase rancangan produk hukum daerah yang 
disampaikan untuk diharmonisasi dan fasilitasi
2. Jumlah ranperda yang disampaikan ke DPRD untuk 
dibahas pada tahun n
3. Jumlah produk hukum yang ditetapkan : Perda, 
Perwako dan Keputusan Walikota dan Sekretaris Daerah
S2 : Meningkatnya publikasi peraturan perundang-
undangan

IK : Persentase peraturan perundang-undangan 
yang dipublikasikan 

Meningkatnya
koordinasi
penyelesaian 
masalah hukum
IK : 

persentase 
penyelesaian 
permasalahan 
hukum yang 
ditindaklanjuti

Terdokumentasikannya 

produk hukum daerah 
dengan baik

IK : 
Jumlah produk hukum 
daerah yang 
didokumentasikan

Tersedianya bahan 
laporan di bidang 
bantuan hukum

IK : 
1. Jumlah laporan 
permasalahan 
hukum yang disusun

Meningkatnya kualitas 
layanan KDH dan 
WKDH

IK :  
1. Persentase 
pelayanan kedinasan 
Kepala Daerah/ Wakil 
Kepala Daerah yang 
sesuai SOP
2. Persentase 
pelayanan informasi 

kegiatan KDH/ WKDH
yang dipublikasikan

Meningkatnya 
fasilitasi 
pelayanan tamu 
KDH dan WKDH 
IK : 
Persentase 
pelayanan tamu 
KDH dan WKDH 
yang dilayani 
dengan baik

Terlaksananya 

fasilitasi tamu 
KDH dan WKDH

IK : 
Jumlah 
pelayanan 
kepada tamu 
KDH dan WKDH 
dengan baik

Meningkatnya 
fasilitasi 
pelayanan rumah 
tangga KDH dan 
WKDH

IK : 
Persentase 
pelayanan rumah 
tangga KDH dan 
WKDH dengan 
baik

Tersedianya bahan/data 
pendukung penyusunan 
dokumen hasil pemantauan, 
evaluasi, dan laporan 
pengelolaan rumah tangga IK : 
Jumlah bahan/data 

pendukung penyusunan 
dokumen hasil pemantauan, 
evaluasi, dan laporan 
pengelolaan rumah tangga 
yang dikumpulkan dan 
disampaikan

2. Jumlah dokumen 
pendukung pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan 
rumah tangga 

Meningkatnya kualitas tata 
kelola perkantoran

IK :  
1. Persentase layanan 
perkantoran yang terfasilitasi 
dengan baik
2. Persentase sarana dan 
prasarana kantor serta rumah 
dinas yang terpelihara 

dengan baik 

3.  Persentase pemenuhan 
kebutuhan kepada Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah

Meningkatnya fasilitasi 
pelayanan kedinasan
KDH/WKDH

IK : 
1. Persentase acara 
kedinasan (seremonial 
keprotokolan) yang 
difasilitasi dengan baik
2. Persentase rapat 
koordinasi yang 
difasilitasi dengan baik

Terselenggaranya 
fasilitasi pelayanan 
kedinasan KDH/WKDH 

secara optimal 

IK : 
Jumlah fasilitasi acara 
kedinasan (seremonial 
keprotokolan) yang 
difasilitasi 

Meningkatnya Fasilitasi 
Penatausahaan Kegiatan 
KDH/WKDH

IK : 
1. Persentase kelengkapan 
administrasi kegiatan kedinasan 
KDH/WKDH sesuai SOP
2. Persentase sambutan/ pidato/ 
paparan Kepala Daerah yang 
disiapkan dengan baik
3. Persentase agenda/ kegiatan 
kedinasan KDH/WKDH yang 
terlaksana

Terlaksananya Fasilitasi 

Penatausahaan Kegiatan 
Kepala/ Wakil Kepala 
Daerah

IK : 
1. Jumlah jadwal kegiatan 

Kepala/Wakil Kepala 
Daerah yang disusun
2.  Jumlah Koordinasi 
yang dilakukan dengan 
Pejabat/Perangkat 
Daerah
3. Jumlah Agenda yang 
disusun
4. Jumlah Pidato/ 
sambutan KDH/WKDH yg 
disiapkan

Meningkatnya 
Penyebarluasan 
Informasi  KDH/WKDH

IK : 
1. Persentase Kegiatan 

KDH/WKDH yang 
didokumentasikan 
dengan baik
2. Persentase kegiatan 
KDH/WKDH yang 
dipublikasikan dengan 
baik

Terlaksananya 
Penyebarluasan Informasi 
dan Dokumentasi KDH dan 
WKDH kepada Masyarakat

IK : 
1. Jumah peliputan dan 
pendokumentasian kegiatan 
KDH/WKDH

2. Jumlah pengelolaan foto/ 
vidio kegiatan KDH/WKDH

3. Jumlah penghmpunan dan 
penyusunan hasil liputan 
kegiatan atau informasi yang 
layak untuk dipublikasikan

Terlaksananya Pengelolaan Media 
Informasi dan Dokumentasi 
KDH/WKDH

IK : 
1. Jumlah kegiatan KDH/WKDH

yang diinput dan didokumentasikan
2. Jumlah foto/video kegiatan 

KDH/WKDH yang diolah
3. Jumlah Surat Kabar langganan 
KDH/WKDH, FORKOPIMDA dan 
Pimpinan di Sekretariat Daerah 

yang disusun dan didistribusikan
4. Jumlah surat/ dokumen/ 

kelengkapan SPJ keuangan yang 
dikelola

S1 : Meningkatnya Koordinasi, 

Monitoring dan Evaluasi 
Pengendalian Perekonomian Daerah 
IK :  
1. Persentase terlaksananya strategi 
pengendalian inflasi (4K)
2. Persentase terlaksananya 
kebijakan ekonomi & SD energi dan 
mineral

S2: Meningkatnya koordinasi 
pengukuran IKAD yang difasilitasi
IK :

Persentase koordinasi 
pengukuran IKAD yang difasilitasi

Meningkatnya fasilitasi 
dan koordinasi bidang 
ekonomi

IK : 
1. Persentase 
rekomendasi hasil 
koordinasi bidang 
ekonomi yang 

ditindaklanjuti.
2. Jumlah koordinasi 
pengukuran IKAD 
yang difasilitasi

Meningkatnya fasilitasi 

dan koordinasi bidang 
ekonomi pertambangan 
dan energy

IK : 
Persentase kebijakan/ 

program bidang 
ekonomi pertambangan 
dan energi yang 
terfasilitasi dan 
terkoordinasi

Terlaksananya
kegiatan koordinasi
bidang ekonomi 
daerah

IK : 
1. Jumlah bahan 
koordinasi bidang
dokumen bidang 
ekonomi yang 
disiapkan

2. Jumlah dokumen 
bidang ekonomi yang 
didokumentasikan

Meningkatnya 
koordinasi 
pembentukan 
dan pembinaan 
BUMD dan BLUD

IK :  
Persentase 

BUMD dan BLUD 
yang sehat dan 
menguntungkan

Meningkatnya 
kualitas jenis 
layanan yang 
disurvei pada 
Sekretariat 
Daerah
IK :  
Persentase jenis 

layanan pada 
Sekretariat 
Daerah yang 
disurvei dengan 
kategori BAIK

Meningkatnya 
kualitas 
dokumen 
kerjasama 
yang difasilitasi

IK : 
Persentase 
dokumen 
Kesepakatan 
bersama/ Nota 
Kesepahaman 
yang difasilitasi

Meningkatnya pengelolaan Pemerintah Daerah
IK:
1. Persentase pengelolaan pemerintahan umum
2. Indek Reformasi Hukum
3. Indeks Zakat Nasional
4. Persentase Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Sosial dan Keagamaan 
di Tengah Masyarakat

S1 : Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja Sekretariat Daerah

IK : Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah oleh Inspektorat
S2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah
IK : Nilai IKM Sekretariat Daerah
S3 : Meningkatnya produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki BUMD

IK : Return On Asset (ROA) BUMD
S4 : Meningkatnya akses keuangan Kota Payakumbuh
IK : Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
S5 : Meningkatnya pengendalian administrasi pembangunan 
IK :
1. Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan
2. Persentase strategi pengendalian inflasi  (4K) Kota Payakumbuh 

S1 :Meningkatnya kualitas pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintahan

IK:
1. Nilai Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan 

S2 : Meningkatnya penataan Organisasi  Perangkat Daerah yang efisien, efektif, profesional dan akuntabel
IK : 
1. Indeks Kematangan Organisasi

Meningkatnya 
fasilitasi 
pembinaan BUMD 

dan BLUD

IK : 
Persentase 
BUMD  dan BLUD 
yang dibina 

Terfasilitasinya 
pembinaan BUMD dan 
BLUD

IK : 
1. Jumlah dokumen 
pembinaan BUMD 
yang disiapkan
2. Jumlah laporan 
evaluasi dan 
monitoring BUMD dan 
BLUD yang disiapkan

Meningkatnya kualitas

terhadap pembinaan
kegiatan UKS di 
Sekolah/Madrasah      
IK : 
Persentase sekolah/ 
madrasah yang dibina 
untuk meningkatkan 
stratifikasi UKS  pada 
tahun n

Terlaksananya 
pembinaan fasilitasi UKS 
di kota Payakumbuh 
IK:
Jumlah dokumen 
Sekolah/ Mardasah yang 
di bina dan di fasilitasi 
untuk peningkatan 
stratifikasi UKS

Meningkatnya peran 
dan fungsi lembaga 
sosial di tengah 
masyarakat 
IK : 
Persentase Organisasi 
Sosial yang Aktif

Meningkatnya peran 
dan fungsi lembaga 
keagamaan di 
tengah masyarakat

IK :  

1. Persentase 
lembaga 
keagamaan  yang  
aktif

2. Persentase 

mesjid yang 
berfungsi secara 
optimal

S1 : Meningkatnya 
fasilitasi terhadap 
lembaga keagamaan
IK : 
1. Persentase lembaga 
keagamaan yang 
difasilitasi

2. Persentase 
kegiatan keagamaan 
yang difasilitasi

Meningkatnya 
fasilitasi dan 
pembinaan tata 
kelola sarana Ibadah

IK : 
1. Persentase Masjid 
yang memiliki 
kepengurusanyang 
baik

Meningkatnya 
Fasilitasi 
Pengelolaan MTQ

IK : 

Persentase cabang 
perlombaan yang 
diikuti dalam 
pelaksanaan MTQ 
Nasional

Terlaksananya 
Fasilitasi dan 
Pembinaan Tata 
Kelola Sarana 
Ibadah

IK:

1. Jumlah 
dokumen 
kepengurusa/ tata 
kelola masjid yang 
didokumentasikan

Terlaksananya 
Fasilitasi Pengelolaan 
MTQ

IK:

1. Jumlah dokumen 
fasilitasi LPTQ 
pelaksanaan 
penyediaan Jumlah 
Cabang Lomba pada 
MTQN
2. Jumlah dokumen 
untuk pelaksanaan 
cabang MTQN Tingkat 

Kota 

Meningkatnya 
pembinaan dan fasilitasi 

terhadap lembaga sosial

IK : 
1. Persentase
organisasi sosial yang 
dibina dan difasilitasi
2. Persentase proposal 

bantuan hibah yang 
diproses

Tersedianya dokumen 
pembinaan dan 
fasilitasi Terhadap 
Lembaga Sosial 
Keagamaan

IK:

1. Jumlah Dokumen 
Fasilitasi Terhadap 
Organisaasi Sosial 
Keagamaan 
2. Jumlah dokumen 
bantuan hibah yang 
diproses

S1: Meningkatnya kualitas kebijakan

IK:
1. Indeks Kualitas Kebijakan

S2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
IK : 
1. Indeks BerAKHLAK (Opsional)
2. Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Kategori Pelayanan Baik
3. Persentase Perangkat Daerah
yang memiliki IKM dengan kategori BAIK

Terlaksananya Fasilitasi 
Lembaga Keagamaan di 
Kota Payakumbuh

IK:

1. Jumlah Dokumen 
Fasilitasi Peringatan Hari 
Besar Islam di Kota 
Payakumbuh 
2. Jumlah Dokumen 
Fasilitasi Keberangkatan 
dan Kepulangan Jemaah 
Haji Kota Payakumbuh

Tersedianya data hasil pendataan, 
pemeriksaan awal, dan pencatatan kondisi 
kendaraan dinas roda dua dan roda empat 
sesuai ketentuan dan Tersusunnya data dan 

pencatatan Barang Milik Daerah lingkup 
Sekretariat Daerah secara lengkap dan 
akurat

IK : 
1. Jumlah data kendaraan dinas roda dua 
dan roda empat yang tercatat dan diperbarui 
sesuai kondisi riil aset 
2. Jumlah Pencatatan dan Inventarisasi 

Barang Milik Daerah
3. Jumlah kendaraan dinas roda dua dan 
roda empat yang dilakukan pendataan, 
pemeriksaan awal, dan pencatatan kondisi 
sesuai ketentuan 

Tersusunnya data 
dan pencatatan 
Barang Milik Daerah 
lingkup Sekretariat 
Daerah secara 
lengkap dan akurat

IK : 
Jumlah data 
perlengkapan yang 
dihimpun sebagai 
bahan penyusunan 
dokumen rencana 
kerja

Tersedianya bahan rekonsiliasi 

yang lengkap dan akurat sebagai 
dasar penyusunan laporan 
barang milik daerah    
IK : 
Jumlah bahan untuk Rekonsiliasi 
dalam rangka penyusunan 
laporan barang milik daerah 

Terpenuhinya 

kesesuaian 
dokumen realisasi 
kegiatan 
pengelolaan 
perlengkapan dan 
barang milik 
daerah 
IK : 
1. Jumlah kesesuaian 
dokumen realisasi 
kegiatan pengelolaan 
perlengkapan dan 
barang milik daerah 
per triwulan

S1 : Terpenuhinya 
dokumen administrasi 
tenaga perkantoran 

IK : 
Jumlah administrasi 
tenaga perkantoran 
yang disiapkan

S2 : Tersedianya alat 
tulis kantor
IK : 
Jumlah ATK yang 

tersedia untuk 
didistribusikan

S1 : Terpenuhinya kebutuhan tertib 
administrasi penomoran surat masuk, 
surat keluar , pendistribusian 

persuratan, persuratan yang perlu 
diarsipkan

IK : 
1. Jumlah surat masuk dan surat keluar 
yang diagendakan
2. Jumlah surat masuk yang diarsipkan

3. Jumlah surat masuk yg 
didisposisikan kepada atasan

S2 : Terpenuhinya penataan 
dokumen kearsipan sesuai dengan 
pengklasifikasiannya
IK :
Jumlah Dokumen Penatausahaan 
Arsip Dinamis

POHON KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

Meningkatnya tertib 
administrasi pelaksanaan 
kegiatan pembangunan di 
Pemerintah Kota 
Payakumbuh
IK :  
Persentase capaian 
realisasi fisik & keuangan 

kegiatan

Terlaksananya 
fasilitasi terhadap 
kegiatan keagamaan

IK : 
1. Jumlah dokumen 
pelaksanaan wirid 
pengajian ASN di 
Pemerintah Kota 
Payakumbuh

Tersedianya bahan 

penyusunan dokumen 
RB

IK : 
1. Jumlah bahan 
dokumen RB yang 
dihimpun

S1 : Tersedianya dokumen hasil 
koordinasi usulan pengukuran 
kualitas kebijakan  
IK : 
Jumlah bahan laporan koordinasi 
pengukuran kualitas kebijakan 
yang dihimpun

S2 : Tersedianya dokumen 
laporan tindak lanjut implementasi 
BerAKHLAK

IK : Jumlah bahan implementasi 
BerAKHLAK Perangkat Daerah 
yang dihimpun

Tersedianya data 
pendukung dan laporan 
perlengkapan yang 
lengkap, akurat, dan 
sesuai ketentuan
IK : 
1. Jumlah data pendukung 
dan pelaporan 
perlengkapan yang 
disampaikan sesuai 

ketentuan

terhimpunnya 
dokumen hasil 
pemantauan, evaluasi 
dan laporan lingkup 
kebijakan energi dan 
air

IK : 
1 Jumlah dokumen 
hasil pemantauan, 
evaluasi dan laporan 
lingkup kebijakan 

energi dan air yang 
dihimpun

Terfasilitasinya 

Penerbitan Rekomendasi 
Kebijakan Stabilitas 
Harga Pasar 
IK : 
1. Jumlah rekomendasi 
terkait kebijakan stabilitas 
harga pasar yang 

disiapkan
2. Jumlah laporan 

monitoring harga pasar 
yang disampaikan
3. Jumlah laporan TPID 
yang dikirim ke Biro 

Perekonomian Provinsi 
Sumbar

Terlaksanaya kegiatan 
peningkatan kualitas 
perundangundangan 

daerah
IK : 

1. Jumlah rancangan 
produk hukum daerah 
yang disampaikan 
untuk harmonisasi dan 
fasilitasi
2. Jumlah produk 
hukum yang ditetapkan: 
- Peraturan Daerah -
Peraturan Wali Kota -
Keputusan
3. Jumlah produk 
hukum daerah yang 
diundangkan

Terlaksananya
kegiatan Fasilitasi 
Kerjasama 
Daerah
IK : 

Jumlah bahan 
Kesepakatan 
Bersama / Nota 
Kesepakatan 
yang difasilitasi 

Meningkatna 
kualitas
penyusunan 
Dokumen Laporan 
SKM Sekretariat 
Daerah    

IK : 
Persentase

Laporan SKM 
Sekretariat 
Daerah yang 
disusun sesuai
pedoman

S1 : Meningkatnya kepatuhan PD dalam menyampaian 
dokumen pelaporan
IK :
1. Persentase PD yang menyampaikan dokumen SAKIP 
tepat waktu (dokumen LKjIP, PK, Rencana Aksi, RKT)
S2 : Meningkatnya kualitas Penyusunan Renaksi RB Kota 
Payakumbuh
IK : Persentase Indikator RB Kota tersusun Renaksinya
S3 : Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dan 
Pemda dalam menyampaikan pelaporan Kinerja dan RB 
pada Aplikasi Nasional
IK : Persentase Kepatuhan Pemda dan PD dalam 

Menyampaikan Pelaporan Kinerja Pada Aplikasi Nasional 
(esr menpan dan Prortal RB) 

Meningkatnya 

penyediaan 
peralatan dan 
perlengkapan 
Sekretariat Daerah 
dan rumah dinas

IK : 
Persentase
peralatan dan 
perlengkapan yang 
disediakan sesuai 
kebutuhan

S1 : Meningkatnya pemeliharaan 
operasional kendaraan bermotor
IK : 
Persentase kendaraan dinas roda 
2 dan roda 4 dalam kondisi baik

S2 : Meningkatnya layanan 
penatausahaan barang
IK : 
Persentase asset yang 
tercatat sesuai pedoman

Meningkatnya fasilitasi
layanan umum

IK : 
1. Persentase layanan 
umum yang difasilitasi
dengan baik
2. Persentase 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 
sesuai pedoman
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